
 

NOTULEN RAPAT 

Hari / Tanggal  :  Jum’at, 27 Februari 2026 

Tempat             :  Ruang VIP. Lt. 1 Gedung J 

Waktu               :  08.30 WIB - Selesai 

Topik                : Koordinasi Akademik terkait Penetapan Format Ijazah  

Susunan Acara  :  

1. Pembukaan : Dr. Galih Abdul Fatah Maulani, M.Kom.  

2. Pengarahan : Prof. Dr. Nizar Alam Hamdani 

3. Dan Lain – lain yang perlu dibicarakan  

Pimpinan Rapat      : 

1. Ketua Rapat  : Dr. Galih Abdul Fatah Maulani, M.Kom. 

2. Notulis          : Sinta Dewi  

3. Peserta rapat : (Daftar Hadir Terlampir) 
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Wakil Rektor I  

1. Kebetuhan akan perubahan format ijazah itu adalah karena adanya 

peraturan kemendikbudristek No. 50 tentang Ijazah, Sertifikat 

Kompetensi, dan Sertifikat Pendidikan 

2. Muatan Ijazah harus di sesuaikan dengan peraturan yang di sebutkan  

3. Di ijazah sebelumnya belum ada nomor pokok universitas, nomor 

induk prodi, adanya NIK, dan lain sebagainya. Itu perlu dirubah 

4. Pertimbangan lain adalah security atau keamanan. DI ijazah yang 

beredar itu 

5. Keunikan pembeda dengan universitas yang lain belum ada di ijazah 

kita  

6. Ijazah yang berjalan sekarang terlalu tebal sehingga printer selalu 

rusak. Satu periode pengeprinan ijazah bisa habis tidak printer rusak. 

7. Pencetakan ijazah lama juga memakan waktu yang sedikit lama  

8. Nanti perubahan ijazah ini akan dirubah dan diatur dalam peraturan 

Rektor   

9. Yang sekarang akan diberlakukan adalah spesifikasi baru yang akan 

diberlakukan dalam peraturan rektor 

10. Perubahan juga akan diberlakukan untuk transcript nilai.  

11. Di transcript yang lama tidak ada nomor transcript. Di yang 

pembaharuan, kita akan memberlakukan nomor transcript yang baru. 

WR 4  



 

- Tentang strata harus di sesuaikan  

Warek III  

- Yang IPK harus dari berapa besarannya  

Wadek I FPISBS  

- Nomor transkrip di dapatkan dari mana  

Response  

- Nomor transcript nilai itu akan di berikan dari internal  

Diskusi  

- Untuk cap bisa yang cap embosh  

- DI UPI untuk kanan itu di rektor, di kiri dekan.  Pertimbangannya 

dari kiri ke kanan, jadi Dekan yang pertama dan dilanjutkan ke 

Rektor. Berdasarkan Urutan  

- Bachelor of Education tidak di garis miring setara dengan S.Pd. 

tetapi dibawah saja seperti terjemahan. Dan sebaiknya tidak di 

singkat  

KESEPAKATAN  

1. Untuk blangko ijazah dan transkrip disepakati aka nada perubahan 

format dengan konten disesuaikan dengan peraturan yang 

diberikan pemerintah  

2. Untuk Format SKPI sudah by system tersedia di sevima. Dan untuk 

format sudah lebih sederhana dan sudah ada fitur translation  

3. Minggu depan sudah mulai di cetak untuk lulusan 2025.  

4. Target 2026 nanti SKPI sudah lengkap dengan CPL 

Tambahan Informasi  

1. Prodi tidak diperkenankan untuk melakukan sunting KRS tanpa 

konfirmasi ke pihak akademik  

2. Terkait mahasiswa KIP harap fakultas dan prodi harus melakukan 

monitoring status aktif mahasiswa. Contoh apabila ada undur diri  

3. segala proses surat ajuan undur diri dari fakultas ke akademik agar 

diinputkan di pddikti ini berpengaruh terhadap pencairan KIP 

4. Terdapat mahasiswa status masih aktif di pddikti akan tetapi undur 

diri pada kenyataannya  

5. Jika ada mahasiswa yang mengundurkan diri, maka harus rapih 

proses nya, administrasinya harus dilengkapi dan ditempuh.  

6. Untuk mengundurkan diri, nanti harus ada SK nya  



 

7. Fakultas dan prodi harus cerman dalam menentkan status 

mahasiswa. Apabila ada kesalahan maka akan berdampak pada 

perubahan jenis keluar  

8. Seluruh prodi wajib segera melakukan input nilai akhir setelah 

mahasiswa selesai tertama pascasarjana masih ada yang belum 

input nilai sedangkan periode 2025 ganjil di tutup 28 Februari 2026  

9. IPK mahasiswa yang kecil mohon untuk di monitor  

 

Tambahan Rektor  

1. Ijazah harus berubah formatnya harus sesuai dengan peraturan 

pemerintah tentang ijazah  

2. Integritas akademik harus kita prioritaskan dan kita jaga. Karena 

dampaknya bisa fatal  

3. Banyak prodi2 di universitas lain bahkan universitasnya bisa 

diberhentikan gara-gara kita tidak memiliki integritas  

4. Contohnya kita menambahkan sks bagi mahasiswa yang tidak 

mengikti perkuliahan, mengganti-ganti nilai dsb.  

5. Ke depan hal seperti itu mohon untuk tidak terjadi lagi. Kita harus 

menjaga Marwah, memastikan kita melakukan sesuai aturan  

6. Masalah lain juga adalah jumlah mengajar yang terlalu besar. 

Alasannya mungkin karena banyak SKS atau karena banyak dosen 

luar biasa  

7. Kedepannya nanti akan dievaluasi, dipastikan bahwa SKS akan 

disesuaikan jangan terlalu banyak-banyak. 

8. Pastikan bahwa prioritas tetap ke dosen tetap, dan nanti DLB 

sedikit saja SKS nya.  

9. Data mahasiswa harus dipastikan benar. Jangan seperti tahun2 

sebelumnya, dimana satu Angkatan ada yang terlihat  

WR 4 

1. Untuk pengimputan SKS di siakad untuk DLB, apakah di tempel 

ke dosen tetap atau seperti apa. Apakah disiakad itu ada data real 

2. Kepegawaian mengajukan supaya data bisa real saja pembagian 

sks nya  

Bu Tina  

1. Mungkin perlu didiskusikan dulu tentang jumlah sks, karena 

kadang dosen tidak tahu  

2. Nanti perlu ada kebijakan AI. Nanti tata tertibnya harus diperbaiki  



 

WR I  

1. Nanti rapat pembebanan dosen harus di pastikan berjalan  

2. Nanti akan ada tindak lanjut system pengawasan  

WR 3 

Untuk pengambilan data simkatmawa harap segera di update 

 

Mengetahui,  

 

Pimpinan Rapat, 

 

 

 

Nizar Alam Hamdani 

Notulis,  

 

 

 

Sinta Dewi 

 

Catatan:



 

DOKUMENTASI 

 

 



 

 

 


